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Abstrak 
Penelitian ini menganalisis implementasi Program Desa Sadar 
Kerukunan (DSK) oleh Kementerian Agama sebagai instrumen 
politik moderasi beragama di Jawa Timur. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 
pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan 
literature review. Analisis menggunakan teori implementasi 
Edwards III dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, 
dan struktur birokrasi, serta didukung perspektif Van Meter dan 
Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
DSK berlangsung secara berjenjang dengan melibatkan 
Kementerian Agama, FKUB, pemerintah daerah, pemerintah 
desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat. 
Implementasi didukung komunikasi dan penerimaan 
masyarakat, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber 
daya. Keberlanjutan program juga dipengaruhi keterlibatan 
aktor lokal. 
 
Kata kunci: Desa Sadar Kerukunan; moderasi beragama; 
implementasi kebijakan; Kementerian Agama; Jawa Timur. 
 
 

Abstract 

This study analyzes the implementation of the Religious 
Harmony Awareness Village Program (DSK) by the Ministry of 
Religious Affairs as an instrument of religious moderation policy 
in East Java. This research employs a descriptive qualitative 
approach using interviews, documentation, and literature 
review. The analysis applies Edwards III’s policy implementation 
theory, focusing on communication, resources, disposition, and 
bureaucratic structure, supported by Van Meter and Van Horn’s 
perspective. The findings show that DSK implementation 
operates through a hierarchical mechanism involving the 
Ministry of Religious Affairs, FKUB, local governments, village 
governments, religious leaders, community leaders, and local 
communities. Implementation is supported by communication 
and community acceptance but constrained by limited 
resources. Program sustainability also depends on local actors’ 
involvement. 
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1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama, etnis, budaya, dan tradisi 
yang sangat besar. Keragaman tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial 
masyarakat sekaligus menjadi modal dalam membangun kehidupan bersama yang inklusif. 
Namun, keberagaman juga dapat menimbulkan ketegangan ketika perbedaan identitas tidak 
dikelola secara tepat. Sejumlah konflik sosial yang melibatkan identitas etnis dan agama, 
seperti konflik Sambas, Banyuwangi, Situbondo, Poso, dan Ambon, serta persoalan pendirian 
rumah ibadah di berbagai daerah menunjukkan bahwa hubungan antar kelompok dalam 
masyarakat plural memiliki potensi kerentanan terhadap konflik (Putra et al., 2024). Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman menjadi kebutuhan penting dalam 
menjaga toleransi, kohesi sosial, dan kehidupan masyarakat yang harmonis. 

Dalam konteks pengelolaan keberagaman tersebut, pemerintah Indonesia 
mengembangkan moderasi beragama sebagai salah satu pendekatan dalam membangun 
kehidupan keagamaan yang harmonis. Kementerian Agama menjadi institusi utama dalam 
pengarusutamaan moderasi beragama melalui berbagai kebijakan dan program yang diarahkan 
kepada masyarakat. Moderasi beragama kemudian dikembangkan melalui beberapa strategi, 
antara lain penguatan toleransi, komitmen kebangsaan, pencegahan kekerasan, serta 
penerimaan terhadap budaya lokal (Junaedi, 2019). Pengarusutamaan tersebut dilakukan 
melalui berbagai lini dan program Kementerian Agama dengan melibatkan berbagai kelompok 
masyarakat, termasuk tokoh agama, pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum (Irama & 
Zamzami, 2021). Salah satu bentuk penerapan kebijakan tersebut pada tingkat lokal adalah 
Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) yang dikembangkan untuk memperkuat kehidupan 
masyarakat yang rukun melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat di tingkat desa. 

Meskipun kebijakan moderasi beragama telah dikembangkan melalui berbagai program 
pemerintah, pelaksanaannya pada tingkat masyarakat menghadapi persoalan tersendiri. 
Kebijakan yang dirumuskan pada tingkat nasional perlu diterjemahkan ke dalam kondisi 
masyarakat yang memiliki karakter sosial dan keagamaan yang beragam. Sejumlah penelitian 
menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama di Indonesia masih memiliki kecenderungan 
top-down, sehingga pemerintah memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah dan bentuk 
moderasi beragama, sementara keterlibatan masyarakat akar rumput belum selalu menjadi 
bagian utama dalam perumusan maupun pelaksanaannya (Jati et al., 2024). Kondisi tersebut 
memperlihatkan adanya persoalan dalam proses penerjemahan kebijakan dari tingkat 
pemerintah menuju masyarakat, karena keberadaan program secara administratif belum dapat 
secara langsung menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut diterima, dijalankan, dan 
dimaknai oleh masyarakat di tingkat lokal.  

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika kebijakan moderasi beragama 
berhadapan dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat di tingkat lokal. Masyarakat tidak 
hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki tokoh agama, tokoh masyarakat, 
organisasi, tradisi, dan praktik sosial yang telah berkembang sebelum adanya program 
pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kerukunan di tingkat lokal dapat 
berkembang melalui kepemimpinan lokal, interaksi antarkelompok, serta pemanfaatan nilai 
dan praktik sosial masyarakat (Kosasih et al., 2021). Dengan demikian, terdapat kondisi yang 
perlu diperhatikan antara kerukunan yang dibangun melalui kebijakan pemerintah dan 
kerukunan yang berkembang melalui praktik sosial masyarakat. Pada titik inilah implementasi 
Program Desa Sadar Kerukunan menjadi penting untuk dikaji, karena pelaksanaan program 
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dapat memperlihatkan bagaimana kebijakan nasional berinteraksi dengan kondisi sosial, aktor, 
dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat celah dalam penelitian mengenai 
moderasi beragama di Indonesia. Penelitian terdahulu banyak membahas moderasi beragama 
dari aspek kebijakan nasional, strategi pengarusutamaan, pendidikan, peran tokoh agama, 
maupun praktik kerukunan yang tumbuh di masyarakat (Junaedi, 2019; Irama & Zamzami, 2021; 
Kosasih et al., 2021). Sementara itu, penelitian mengenai moderasi beragama di tingkat akar 
rumput juga telah menunjukkan persoalan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam 
pendekatan kebijakan yang cenderung top-down (Jati et al., 2024). Namun, kajian yang secara 
khusus melihat bagaimana program resmi negara berupa Desa Sadar Kerukunan 
diimplementasikan secara operasional pada tingkat lokal, termasuk bagaimana aktor 
kelembagaan terlibat dan bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam kondisi 
masyarakat setempat, masih perlu diperkuat. Dengan demikian, celah penelitian terletak pada 
belum mendalamnya kajian mengenai proses implementasi kebijakan moderasi beragama 
melalui Program Desa Sadar Kerukunan pada tingkat lokal. 

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan 
menempatkan Program Desa Sadar Kerukunan sebagai instrumen politik moderasi beragama 
pada tingkat lokal. Penelitian tidak hanya melihat Desa Sadar Kerukunan sebagai program 
pemerintah untuk membangun kerukunan, tetapi menganalisis bagaimana kebijakan tersebut 
diterjemahkan dan dijalankan oleh aktor-aktor di tingkat lokal. Perhatian penelitian diarahkan 
pada proses pelaksanaan program, keterlibatan aktor kelembagaan, pola koordinasi dan 
partisipasi masyarakat, serta hubungan antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan 
kondisi sosial-keagamaan masyarakat di tingkat lokal. Pendekatan tersebut penting karena 
penelitian tentang moderasi beragama pada tingkat akar rumput menunjukkan bahwa 
keterlibatan aktor masyarakat perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan moderasi 
beragama (Jati et al., 2024). Dengan fokus tersebut, penelitian dapat mengisi celah antara 
kajian yang melihat moderasi beragama sebagai kebijakan nasional dan kajian yang melihat 
kerukunan sebagai praktik sosial masyarakat. 

Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan kebijakan moderasi beragama tidak 
hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program pada tingkat nasional, tetapi juga oleh 
bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan ketika berhadapan dengan kondisi 
masyarakat di tingkat lokal. Kajian terhadap implementasi Program Desa Sadar Kerukunan 
dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah, aktor 
kelembagaan, dan masyarakat dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal 
tersebut menjadi semakin relevan di Jawa Timur, yang memiliki keragaman masyarakat dan 
menjadi salah satu wilayah pelaksanaan berbagai program kerukunan umat beragama. Oleh 
karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Program Desa Sadar Kerukunan sebagai 
instrumen politik moderasi beragama yang dijalankan oleh Kementerian Agama di tingkat lokal. 
Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi 
Program Desa Sadar Kerukunan oleh Kementerian Agama sebagai instrumen politik 
moderasi beragama di Jawa Timur? 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
A. Politik Moderasi Beragama 

        Moderasi beragama secara etimologis berasal dari kata moderatio yang bermakna 
keseimbangan, tidak berlebihan, dan tidak berkekurangan. Dalam konteks keagamaan, 
moderasi beragama merujuk pada cara pandang dan sikap dalam menjalankan agama secara 
proporsional, dengan menghindari sikap ekstrem sekaligus tetap menghargai keberagaman. 
Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara 
pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, menghargai perbedaan, 
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serta mengutamakan kemaslahatan bersama (Kementerian Agama RI, 2019). Dalam 
perkembangannya, moderasi beragama tidak hanya ditempatkan sebagai konsep keagamaan, 
tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengelola kehidupan keagamaan 
masyarakat. Pengarusutamaan moderasi beragama dilakukan Kementerian Agama melalui 
berbagai program dan lini kelembagaan untuk membangun pemahaman keberagamaan yang 
moderat di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk (Irama & Zamzami, 2021). 
        Dalam perspektif politik, moderasi beragama dapat dipahami sebagai bagian dari proses 
negara dalam mengelola keberagaman melalui kebijakan, kelembagaan, dan program 
pemerintah. Ketika moderasi beragama diterjemahkan ke dalam kebijakan publik, konsep 
tersebut tidak lagi berhenti pada nilai atau norma keagamaan, tetapi menjadi kebijakan yang 
melibatkan institusi negara, sumber daya, serta aktor pelaksana. Junaedi (2019) menjelaskan 
bahwa pengarusutamaan moderasi beragama oleh Kementerian Agama diarahkan pada empat 
indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan 
terhadap budaya lokal. Dalam pelaksanaannya, pengarusutamaan tersebut melibatkan berbagai 
program dan aktor kelembagaan sehingga moderasi beragama menjadi bagian dari mekanisme 
kebijakan negara dalam mengelola kehidupan keagamaan masyarakat (Junaedi, 2019; Irama & 
Zamzami, 2021). 
       Perspektif tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena Program Desa Sadar 
Kerukunan merupakan salah satu bentuk konkret keterlibatan negara dalam membangun 
kerukunan pada tingkat lokal. Dengan demikian, politik moderasi beragama dalam penelitian 
ini tidak dimaknai sebagai politik dalam pengertian perebutan kekuasaan, tetapi sebagai proses 
kebijakan negara dalam mengatur, mengarahkan, dan mengimplementasikan gagasan moderasi 
beragama melalui institusi dan program pemerintah. Perspektif ini juga memungkinkan 
penelitian melihat hubungan antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam 
proses implementasi kebijakan. Kajian mengenai moderasi beragama di tingkat akar rumput 
menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang terlalu top-down dapat membatasi 
keterlibatan masyarakat dalam membangun praktik kerukunan (Jati et al., 2024).  

B. Teori Implementasi Kebijakan Publik 

      Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik sebagai kerangka analisis 
utama untuk melihat pelaksanaan Program Desa Sadar Kerukunan. Model yang digunakan adalah 
model implementasi George C. Edwards III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, 
dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Keempat variabel tersebut saling berkaitan dalam 
menentukan bagaimana suatu kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan oleh para 
pelaksana. Edwards III menempatkan komunikasi sebagai faktor penting karena kebijakan harus 
disampaikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana. Sementara itu, sumber daya 
berkaitan dengan ketersediaan tenaga, informasi, kewenangan, dan sarana yang diperlukan 
untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana 
terhadap kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur serta pembagian 
kerja dalam organisasi pelaksana (Edwards III, 1980).  
       Selain model Edwards III, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van 
Meter dan Van Horn sebagai perspektif pendukung. Van Meter dan Van Horn (1975) melihat 
implementasi sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu standar dan 
sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, 
kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana. Model ini relevan dengan penelitian 
karena Program Desa Sadar Kerukunan melibatkan berbagai aktor dan tingkatan kelembagaan, 
mulai dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, FKUB, hingga pemerintah desa. Dengan 
demikian, implementasi program tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi 
pelaksana, tetapi juga oleh hubungan antarorganisasi dan lingkungan sosial tempat kebijakan 
tersebut diterapkan (Van Meter & Van Horn, 1975).  
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      Dalam penelitian ini, model Edwards III digunakan sebagai kerangka analisis utama, 
sedangkan Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai perspektif pendukung untuk memahami 
konteks implementasi. Penggunaan kedua model tidak dimaksudkan untuk membuat indikator 
penelitian menjadi terlalu banyak, tetapi untuk memperkuat analisis terhadap pelaksanaan 
Program Desa Sadar Kerukunan. Empat variabel Edwards III digunakan untuk melihat bagaimana 
kebijakan dilaksanakan oleh aktor-aktor program, sedangkan aspek komunikasi antarorganisasi 
dan kondisi sosial-politik dari Van Meter dan Van Horn digunakan untuk membaca konteks lokal 
yang memengaruhi proses implementasi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat 
melihat tidak hanya apakah Program Desa Sadar Kerukunan dilaksanakan, tetapi juga 
bagaimana proses pelaksanaannya berlangsung dan faktor apa yang memengaruhinya. 

C. Konsep Desa Sadar Kerukunan 

         Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) merupakan salah satu program Kementerian Agama 
yang diarahkan untuk memperkuat kerukunan umat beragama pada tingkat masyarakat. 
Program ini dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Agama dan Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) sebagai bagian dari upaya membangun kerukunan dari tingkat lokal. 
Kementerian Agama menjelaskan Desa Sadar Kerukunan sebagai salah satu bentuk penguatan 
kerukunan yang menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dalam membangun 
kehidupan bersama di tengah keberagaman (Kementerian Agama RI, 2024).  
          Perkembangan Program Desa Sadar Kerukunan menunjukkan bahwa kebijakan kerukunan 
tidak hanya diarahkan pada tingkat nasional, tetapi juga diterjemahkan ke dalam ruang sosial 
masyarakat. Dalam perkembangannya, pemerintah melakukan penguatan terhadap konsep dan 
indikator Desa/Kelurahan Sadar Kerukunan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian 
Agama Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Kerukunan. 
Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperjelas dan 
memperkuat pelaksanaan program agar tidak berhenti pada pembentukan secara administratif, 
tetapi memiliki aktivitas dan mekanisme kerukunan yang dapat dijalankan pada tingkat 
masyarakat (Kementerian Agama RI, 2025). 
       Hal tersebut penting bagi penelitian ini karena keberadaan Desa Sadar Kerukunan secara 
administratif belum cukup untuk menjelaskan bagaimana program tersebut berjalan dalam 
praktik. Penelitian ini karena itu tidak hanya melihat status suatu desa sebagai Desa Sadar 
Kerukunan, tetapi melihat proses implementasi program, aktor yang terlibat, bentuk kegiatan, 
mekanisme koordinasi, serta kondisi yang memengaruhi pelaksanaan program. Dengan 
demikian, konsep Desa Sadar Kerukunan dalam penelitian ini ditempatkan sebagai program 
kebijakan pemerintah yang menjadi objek implementasi, bukan sebagai ukuran tunggal 
keberhasilan kerukunan masyarakat. 

D. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 

       Kerukunan umat beragama merupakan kondisi hubungan antarumat beragama yang 
memungkinkan masyarakat menjalankan kehidupan sosial secara damai dengan tetap 
menghargai perbedaan keyakinan. Dalam konteks Indonesia, kerukunan tidak hanya berkaitan 
dengan ketiadaan konflik, tetapi juga dapat dilihat melalui praktik toleransi, penghormatan 
terhadap pelaksanaan ibadah, dan kerja sama dalam kehidupan sosial. Penelitian mengenai 
kerukunan di Desa Sidodadi, Malang, misalnya, menunjukkan adanya praktik saling 
menghormati antarpemeluk Islam, Kristen, dan Hindu serta kerja sama masyarakat dalam 
kehidupan sosial dan keagamaan (Sutrisno, Marsidi, & Martino, 2024).  
        Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerukunan pada tingkat lokal dapat berkembang 
melalui praktik sosial yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 
demikian, kerukunan tidak selalu terbentuk hanya karena adanya program pemerintah, tetapi 
juga dapat dipengaruhi oleh hubungan sosial, kebiasaan, nilai bersama, dan interaksi antar 
kelompok masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam penelitian Program Desa Sadar Kerukunan 
karena program pemerintah akan berhadapan dengan kondisi sosial yang telah berkembang 
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sebelumnya. Penelitian ini kemudian melihat bagaimana kebijakan formal Desa Sadar 
Kerukunan berinteraksi dengan praktik kerukunan yang telah berlangsung di masyarakat. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami secara mendalam fenomena 
implementasi Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) sebagai bagian dari kebijakan moderasi 
beragama yang dijalankan oleh Kementerian Agama di tingkat lokal. Fenomena implementasi 
kebijakan tidak hanya berkaitan dengan hasil yang dapat diukur secara statistik, tetapi juga 
mencakup proses, pengalaman aktor, interaksi, komunikasi, serta kondisi sosial yang 
melatarbelakangi pelaksanaan kebijakan. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif 
digunakan untuk memahami kondisi objek dalam situasi alamiah dengan peneliti sebagai 
instrumen utama, sedangkan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada 
generalisasi. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan memberikan 
gambaran secara sistematis mengenai proses implementasi Program DSK berdasarkan kondisi 
dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diarahkan 
untuk memahami bagaimana Program DSK dilaksanakan, siapa saja aktor yang terlibat, 
bagaimana koordinasi dilakukan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program 
di tingkat lokal (Sugiyono, 2022). 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 
khususnya pada Bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB), selama pelaksanaan kegiatan magang 
MBKM. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keterkaitan Bidang KUB dengan pelaksanaan 
kebijakan dan program kerukunan umat beragama di tingkat provinsi. Subjek penelitian adalah 
aktor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam pelaksanaan Program 
DSK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sedangkan objek 
penelitian adalah implementasi Program DSK sebagai instrumen kebijakan moderasi beragama 
di tingkat lokal. Penentuan subjek dan objek tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian 
kualitatif yang menempatkan fenomena, aktor, dan konteks sosial sebagai bagian penting dalam 
memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2022). 

Situasi sosial dalam penelitian ini mengacu pada konsep Sugiyono (2022) yang terdiri atas 
tiga unsur, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity). Tempat penelitian 
adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, khususnya Bidang KUB. Pelaku 
penelitian adalah staf Bidang KUB dan pihak yang memiliki pengalaman atau pengetahuan 
mengenai pelaksanaan Program DSK, termasuk aktor yang pernah terlibat dalam Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sementara itu, aktivitas yang menjadi perhatian penelitian 
meliputi pelaksanaan Program DSK, koordinasi antaraktor dan antarorganisasi, penyampaian 
kebijakan, kegiatan kerukunan, serta berbagai dinamika dan hambatan dalam implementasi 
program. Konsep situasi sosial tersebut digunakan karena penelitian kualitatif memandang 
fenomena tidak dapat dilepaskan dari tempat berlangsungnya aktivitas, aktor yang terlibat, 
dan aktivitas yang dilakukan dalam situasi tersebut (Sugiyono, 2022). 

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Menurut 
Sugiyono (2022), purposive sampling merupakan teknik penentuan informan berdasarkan 
pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena 
tidak semua pihak yang berada di lingkungan Kementerian Agama memiliki informasi yang 
relevan dengan pelaksanaan Program DSK. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan, 
pengalaman, dan keterlibatannya dalam pelaksanaan program atau kebijakan kerukunan umat 
beragama. Informan utama dalam penelitian ini adalah staf Bidang KUB Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan 
program moderasi beragama dan/atau pernah terlibat dalam FKUB. Pemilihan informan 
tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai 
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mekanisme pelaksanaan program, koordinasi kelembagaan, keterlibatan aktor, serta dinamika 
implementasi kebijakan di tingkat lokal (Sugiyono, 2022). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, 
dokumentasi, dan literature review. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan 
menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Menurut 
Sugiyono (2022), wawancara semi-terstruktur memberikan ruang bagi peneliti untuk 
menggunakan pedoman pertanyaan sekaligus mengembangkan pertanyaan berdasarkan 
informasi yang diberikan oleh informan. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 
memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Program DSK, komunikasi kebijakan, koordinasi 
antaraktor, sumber daya, peran pelaksana, serta hambatan yang muncul selama proses 
implementasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen 
kebijakan, laporan kegiatan, arsip kelembagaan, publikasi resmi, dan dokumentasi kegiatan 
yang berkaitan dengan Program DSK (Sugiyono, 2022). Sementara itu, literature review 
dilakukan terhadap jurnal ilmiah, buku, penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan yang 
berkaitan dengan moderasi beragama, implementasi kebijakan publik, dan kerukunan umat 
beragama. Penggunaan literatur tersebut dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis, 
memberikan konteks terhadap data lapangan, serta membandingkan temuan penelitian dengan 
hasil penelitian sebelumnya. 

Validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono 
(2022), triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa informasi yang 
diperoleh dari beberapa sumber data. Dalam penelitian ini, informasi hasil wawancara dengan 
informan dibandingkan dengan dokumen kebijakan, dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, 
serta literatur yang relevan. Proses tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi 
mengenai pelaksanaan Program DSK dan meningkatkan kepercayaan terhadap data yang 
diperoleh. Triangulasi sumber dipilih karena penelitian melibatkan data primer dari informan 
dan data sekunder dari dokumen serta literatur, sehingga informasi dari satu sumber dapat 
diperiksa melalui sumber lainnya (Sugiyono, 2022). Dengan demikian, validasi tidak hanya 
bergantung pada informasi yang disampaikan oleh informan, tetapi juga mempertimbangkan 
bukti dokumenter dan temuan penelitian terdahulu yang relevan. 

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan 
Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, 
serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, 
memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data hasil wawancara, dokumentasi, 
dan literature review sesuai dengan fokus penelitian (Miles et al., 2014). Selanjutnya, data 
disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan informasi berdasarkan tema yang 
berkaitan dengan implementasi Program DSK. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi 
kesimpulan dengan membandingkan berbagai temuan dan memeriksa kembali keterkaitannya 
dengan data yang telah diperoleh (Miles et al., 2014). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan 
menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber 
daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Penggunaan model tersebut 
memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan Program DSK, tetapi juga 
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan moderasi 
beragama di tingkat lokal. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 
A. Implementasi Program Desa Sadar Kerukunan di Jawa Timur 
        Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) merupakan salah satu bentuk penerapan kebijakan 
moderasi beragama pada tingkat lokal yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk 
memperkuat kehidupan masyarakat yang rukun di tengah keberagaman agama. Program 
tersebut diarahkan pada penguatan toleransi, dialog, dan hubungan sosial antarkelompok 
masyarakat. Dalam konteks kebijakan moderasi beragama, keberadaan DSK menunjukkan 
bahwa moderasi beragama tidak hanya ditempatkan sebagai gagasan normatif, tetapi 
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diterjemahkan ke dalam program dan mekanisme kelembagaan negara. Kementerian Agama 
sendiri menempatkan Desa Sadar Kerukunan sebagai bagian dari upaya membangun kerukunan 
dari tingkat masyarakat.  Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Bidang Kerukunan Umat 
Beragama (KUB) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, implementasi 
Program DSK dilakukan melalui mekanisme berjenjang yang melibatkan Kementerian Agama RI, 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 
hingga pemerintah desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama 
diterjemahkan melalui struktur kelembagaan yang menghubungkan pemerintah pusat dengan 
pelaksana di tingkat lokal. Dalam perspektif politik moderasi beragama, kondisi tersebut 
memperlihatkan bahwa negara tidak hanya memproduksi gagasan moderasi beragama, tetapi 
juga membangun perangkat kelembagaan untuk menyebarluaskan dan melaksanakan gagasan 
tersebut di masyarakat (Junaedi, 2019; Irama & Zamzami, 2021). Dengan demikian, Program 
DSK dapat dipahami sebagai bentuk konkret bagaimana negara mengoperasionalkan moderasi 
beragama melalui institusi pemerintahan hingga tingkat lokal. 
          Mekanisme berjenjang tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori implementasi 
Edwards III (1980), khususnya variabel komunikasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
pelaksanaan program diawali dengan penyampaian petunjuk teknis, koordinasi, dan sosialisasi 
dari tingkat pusat hingga daerah. Pola tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi 
mekanisme penting untuk menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan para pelaksana. 
Dalam model Edwards III, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, 
tetapi juga kejelasan dan konsistensi pesan kebijakan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman 
di antara pelaksana (Edwards III, 1980). Dengan demikian, temuan mengenai adanya 
penyampaian petunjuk teknis dan sosialisasi secara berjenjang menunjukkan bahwa 
implementasi DSK berjalan melalui proses transmisi kebijakan dari tingkat pusat menuju tingkat 
lokal. Temuan ini sejalan dengan Irama dan Zamzami (2021) yang menunjukkan bahwa 
pengarusutamaan moderasi beragama membutuhkan penerjemahan kebijakan nasional ke 
dalam berbagai program dan lini kelembagaan. Namun, komunikasi yang berjalan secara 
berjenjang belum berarti seluruh persoalan implementasi dapat diselesaikan. Hasil wawancara 
menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya, terutama anggaran, dalam pelaksanaan 
kegiatan di tingkat desa. Kebutuhan kegiatan di lapangan sering kali lebih besar dibandingkan 
dukungan anggaran yang tersedia sehingga pelaksanaan program bergantung pada partisipasi 
masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta inisiatif tokoh agama dan tokoh masyarakat. 
Temuan ini secara langsung berkaitan dengan variabel sumber daya dalam model Edwards III 
(1980). Menurut Edwards III, implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang memadai 
agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan. Dalam konteks DSK, keterbatasan 
anggaran menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan struktur pelaksana belum sepenuhnya 
diikuti oleh kapasitas sumber daya yang sama kuatnya. Dengan demikian, persoalan 
implementasi DSK bukan terletak pada ketiadaan kebijakan, tetapi pada kemampuan 
menyediakan sumber daya untuk menjaga keberlanjutan kegiatan di tingkat lokal. Temuan 
tersebut juga sejalan dengan Arifin dan Hidayat (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan 
sumber daya menjadi salah satu persoalan dalam penguatan moderasi beragama pada tingkat 
daerah. 
        Temuan mengenai keterbatasan anggaran juga memperlihatkan bahwa implementasi DSK 
tidak sepenuhnya berlangsung melalui mekanisme birokrasi formal. Ketika dukungan anggaran 
terbatas, keberlangsungan kegiatan justru bergantung pada partisipasi masyarakat dan inisiatif 
aktor lokal. Kondisi ini dapat dibaca melalui perspektif politik moderasi beragama, khususnya 
mengenai hubungan antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan keberagaman. Jati et al. 
(2024) menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama di Indonesia menghadapi persoalan 
ketika pendekatan yang terlalu top-down membatasi keterlibatan masyarakat akar rumput. 
Dalam kasus DSK di Jawa Timur, keterbatasan sumber daya justru memperlihatkan bahwa 
masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi turut menjadi sumber daya 
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sosial yang membantu menjalankan program. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi 
moderasi beragama pada tingkat lokal terbentuk melalui hubungan antara kapasitas negara dan 
partisipasi masyarakat. Pada aspek disposisi, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat 
pada desa yang ditetapkan sebagai DSK secara umum memberikan respons positif terhadap 
program. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakter desa yang sejak awal telah memiliki 
kehidupan sosial yang relatif harmonis. Temuan ini sesuai dengan konsep kerukunan yang 
menempatkan toleransi, penghormatan, dan hubungan sosial antarkelompok sebagai bagian 
dari kehidupan bersama. Dengan demikian, DSK dalam praktiknya tidak selalu berfungsi sebagai 
instrumen untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi, tetapi lebih banyak berfungsi untuk 
memperkuat dan mempertahankan kondisi kerukunan yang telah berkembang di masyarakat. 
Dalam perspektif Edwards III (1980), penerimaan masyarakat dan komitmen aktor terhadap 
program merupakan bagian penting dari disposisi yang dapat mendukung implementasi. Artinya, 
respons positif masyarakat menjadi kondisi yang mempermudah penerjemahan kebijakan 
moderasi beragama ke dalam aktivitas sosial di tingkat desa. 
      Temuan tersebut sekaligus menunjukkan adanya hubungan antara disposisi pelaksana dan 
karakter sosial masyarakat sebagaimana ditekankan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model 
tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh disposisi pelaksana 
sekaligus kondisi sosial tempat kebijakan diterapkan. Dalam kasus DSK, penerimaan masyarakat 
tidak muncul dalam ruang kosong, tetapi berada dalam lingkungan sosial yang sebelumnya telah 
memiliki praktik kerukunan. Oleh karena itu, implementasi program memperoleh dukungan dari 
kondisi sosial yang telah relatif kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan 
implementasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjalankan program, tetapi 
juga oleh kesesuaian antara kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat sebagai lingkungan 
implementasi. 
B. Peran Aktor dalam Implementasi Program Desa Sadar Kerukunan 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program DSK melibatkan sejumlah aktor, 
mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bidang KUB, Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pemerintah desa, tokoh agama, hingga tokoh 
masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi DSK 
merupakan proses yang melibatkan lebih dari satu organisasi dan tidak dapat dijelaskan hanya 
melalui hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Dalam perspektif Van Meter 
dan Van Horn (1975), kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik badan pelaksana dan 
komunikasi antarorganisasi. Implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh bagaimana 
organisasi yang terlibat menjalankan fungsi masing-masing dan bagaimana koordinasi di antara 
organisasi tersebut berlangsung. Meskipun terdapat struktur birokrasi formal, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kepala desa dan tokoh agama memiliki posisi penting dalam menjaga 
keberlangsungan program. Kedekatan mereka dengan masyarakat memungkinkan komunikasi 
dan penerimaan program berlangsung melalui hubungan sosial yang lebih langsung. Temuan ini 
memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berlangsung melalui saluran 
birokrasi formal, tetapi juga melalui aktor sosial yang memiliki legitimasi di tingkat masyarakat. 
Dalam perspektif politik moderasi beragama, kondisi tersebut penting karena negara dalam 
mengimplementasikan moderasi beragama membutuhkan aktor lokal yang dapat 
menerjemahkan nilai kebijakan ke dalam hubungan sosial masyarakat. Dengan kata lain, aktor 
lokal berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan formal negara dan praktik kehidupan 
masyarakat. 
       Peran tokoh agama dalam menjaga komunikasi dan meredam potensi konflik juga sejalan 
dengan Kawangung (2019) yang menempatkan tokoh agama sebagai salah satu aktor penting 
dalam membangun toleransi dan harmoni sosial. Sementara itu, penelitian Sutrisno, Marsidi, 
dan Martino (2024) mengenai Desa Sidodadi menunjukkan bahwa kerukunan pada tingkat lokal 
berkembang melalui interaksi sosial dan hubungan antarmasyarakat. Temuan penelitian ini 
memperkuat pandangan tersebut karena pelaksanaan DSK tidak berjalan hanya melalui 
kegiatan administratif, tetapi membutuhkan aktor yang memiliki hubungan langsung dengan 
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masyarakat. Dengan demikian, keberadaan struktur birokrasi menjadi kerangka formal, 
sedangkan tokoh agama, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat menjadi penggerak sosial 
dalam penerapannya. Temuan tersebut juga memberikan penjelasan terhadap variabel struktur 
birokrasi dalam model Edwards III (1980). Struktur birokrasi diperlukan untuk menentukan 
pembagian tugas, kewenangan, dan mekanisme pelaksanaan program. Namun, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa struktur formal saja belum cukup untuk menjamin keberlangsungan 
program. Ketika pelaksanaan telah mencapai tingkat desa, keberhasilan program sangat 
dipengaruhi oleh hubungan antara aktor birokrasi dengan aktor sosial. Dengan demikian, 
temuan penelitian ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi DSK bekerja 
bersama dengan disposisi dan kapasitas aktor lokal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 
implementasi kebijakan pada tingkat lokal bukan sekadar persoalan menjalankan prosedur 
administratif, tetapi juga bagaimana struktur formal tersebut diterjemahkan melalui hubungan 
sosial. 
     Jika dikaitkan dengan Van Meter dan Van Horn (1975), temuan tersebut menunjukkan 
pentingnya karakteristik badan pelaksana dan komunikasi antarorganisasi dalam implementasi 
DSK. Kementerian Agama tidak menjalankan program secara sendiri, melainkan membutuhkan 
pemerintah daerah, pemerintah desa, FKUB, tokoh agama, dan masyarakat. Karena itu, kualitas 
hubungan antaraktor menjadi bagian dari proses implementasi. Dalam konteks ini, koordinasi 
bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk 
menghubungkan tujuan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, temuan 
penelitian memperlihatkan bahwa implementasi DSK merupakan proses multiaktor yang 
menggabungkan struktur birokrasi negara dengan kapasitas sosial aktor lokal. 
C. Dinamika Kebijakan Nasional dan Realitas Sosial Keagamaan Lokal 
         Program Desa Sadar Kerukunan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam 
memperkuat moderasi beragama. Dalam perspektif politik moderasi beragama, keberadaan 
program ini menunjukkan bahwa negara berusaha menerjemahkan agenda moderasi beragama 
ke dalam praktik kelembagaan di tingkat lokal. Kebijakan moderasi beragama tidak berhenti 
pada perumusan nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, tetapi diwujudkan 
melalui program yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Namun, sebagaimana 
ditunjukkan Jati et al. (2024), pengelolaan moderasi beragama yang terlalu hierarkis dapat 
menimbulkan persoalan keterlibatan masyarakat akar rumput. Karena itu, penting untuk 
melihat apakah kebijakan nasional tersebut dapat beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat 
ketika diterapkan di tingkat lokal. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan pertentangan 
yang signifikan antara tujuan Program DSK dan kondisi sosial masyarakat di Jawa Timur. 
Informan menjelaskan bahwa nilai toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap 
keberagaman relatif dapat diterima oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya 
kesesuaian antara substansi kebijakan dan lingkungan sosial implementasi. Dalam perspektif 
Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi sosial merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 
implementasi kebijakan. Artinya, penerimaan terhadap DSK tidak hanya dapat dijelaskan 
melalui kualitas program pemerintah, tetapi juga melalui kondisi sosial yang telah berkembang 
sebelum program tersebut diterapkan. Dengan demikian, lingkungan sosial yang relatif kondusif 
menjadi faktor yang mendukung proses implementasi DSK. 
        Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kerukunan tidak dapat 
dipertahankan hanya melalui penetapan suatu desa sebagai Desa Sadar Kerukunan. Informan 
menekankan pentingnya kegiatan yang berkelanjutan agar nilai toleransi tetap hidup dalam 
masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa status administratif sebagai DSK tidak 
dengan sendirinya menghasilkan praktik kerukunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif 
konsep kerukunan umat beragama, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kerukunan 
merupakan praktik sosial yang harus terus dipelihara melalui interaksi, komunikasi, dan kerja 
sama antarkelompok. Temuan ini sejalan dengan penelitian Taufiq, Rosyad, dan Kuswana (2023) 
yang menunjukkan bahwa praktik budaya dan kegiatan komunal dapat menjadi ruang 
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pembentukan hubungan sosial lintas kelompok. Dengan demikian, DSK akan lebih bermakna 
ketika status kelembagaan tersebut diikuti oleh aktivitas sosial yang terus berlangsung. 
        Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa implementasi DSK tidak sepenuhnya 
dapat dipahami sebagai proses top-down. Kebijakan memang berasal dari pemerintah, tetapi 
proses penerapannya mengalami penyesuaian ketika sampai pada masyarakat. Nilai moderasi 
beragama diterima dan dijalankan melalui hubungan sosial, kegiatan masyarakat, serta peran 
aktor lokal. Dalam perspektif politik moderasi beragama, kondisi ini menunjukkan adanya 
interaksi antara kebijakan negara dan praktik sosial masyarakat. Temuan ini tidak berarti 
bahwa pendekatan top-down sebagaimana dibahas Jati et al. (2024) tidak terjadi sama sekali, 
tetapi menunjukkan bahwa dalam kasus DSK di Jawa Timur, mekanisme kebijakan dari atas 
berinteraksi dengan partisipasi dan praktik sosial dari bawah.  Dengan demikian, temuan 
penelitian memperlihatkan adanya hubungan antara struktur kebijakan negara, kapasitas 
birokrasi, dan modal sosial masyarakat dalam implementasi Program DSK. Edwards III (1980) 
membantu menjelaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi 
memengaruhi proses implementasi. Van Meter dan Van Horn (1975) kemudian memperluas 
pembacaan tersebut dengan menunjukkan pentingnya karakteristik pelaksana, komunikasi 
antarorganisasi, dan kondisi sosial sebagai lingkungan implementasi. Sementara itu, perspektif 
politik moderasi beragama menjelaskan mengapa program tersebut penting dilihat sebagai 
bentuk keterlibatan negara dalam mengelola keberagaman, sekaligus mengapa 
implementasinya tidak dapat dilepaskan dari aktor masyarakat. Dengan menghubungkan ketiga 
perspektif tersebut, implementasi DSK di Jawa Timur dapat dipahami sebagai proses 
penerjemahan kebijakan moderasi beragama yang berlangsung melalui interaksi antara struktur 
negara dan praktik sosial masyarakat lokal. 
           Berdasarkan keseluruhan temuan, implementasi Program DSK di Jawa Timur 
menunjukkan bahwa keberadaan struktur birokrasi dan mekanisme komunikasi dari tingkat 
pusat hingga daerah telah menyediakan kerangka formal bagi pelaksanaan program. Akan 
tetapi, pelaksanaan di tingkat lokal dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, disposisi 
pelaksana dan masyarakat, karakteristik aktor lokal, hubungan antarorganisasi, serta kondisi 
sosial masyarakat. Karena itu, keberlanjutan DSK tidak hanya bergantung pada keberadaan 
program secara administratif, tetapi juga pada kemampuan aktor lokal mempertahankan 
komunikasi, partisipasi, dan kegiatan kerukunan. Temuan ini menunjukkan bahwa negara 
menyediakan kerangka kebijakan, sedangkan keberlanjutan praktik kerukunan sangat 
bergantung pada bagaimana kerangka tersebut diterjemahkan dan dijalankan oleh aktor lokal 
dalam kehidupan masyarakat. 
 
5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) oleh 
Kementerian Agama di Jawa Timur dilakukan melalui mekanisme berjenjang dengan melibatkan 
Kementerian Agama, FKUB, pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, dan masyarakat. Dalam perspektif Edwards III, pelaksanaan program didukung oleh 
komunikasi dan penerimaan masyarakat yang relatif baik, tetapi masih menghadapi 
keterbatasan sumber daya, terutama anggaran. Sementara itu, perspektif Van Meter dan Van 
Horn menunjukkan bahwa hubungan antaraktor dan kondisi sosial lokal turut memengaruhi 
pelaksanaan program. Dengan demikian, DSK tidak sepenuhnya berjalan secara top-down 
karena keberlanjutannya juga bergantung pada keterlibatan aktor lokal dan praktik kerukunan 
yang telah berkembang di masyarakat. Program ini berfungsi sebagai instrumen politik moderasi 
beragama dengan menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik kerukunan pada tingkat 
lokal. 

 Secara praktis, Kementerian Agama perlu memperkuat keberlanjutan kegiatan DSK, 
koordinasi antaraktor, serta dukungan sumber daya agar program tidak berhenti pada 
pembentukan administratif. Peran pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan 
masyarakat juga perlu diperkuat dalam menjaga keberlanjutan kerukunan. Penelitian 
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selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian dan melibatkan lebih banyak aktor, khususnya 
pemerintah desa, FKUB, tokoh agama, dan masyarakat, sehingga dinamika implementasi DSK 
dapat dipahami secara lebih komprehensif. 
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